BAB V
KESIMPULAN

Hakim mempertimbangan bagi pelaku turut serta Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Cahyadi bin Yudi
Koswara dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri ~ Karawang  Nomor
453/Pid.B/2019/PN.KWG pada tanggal 9 November 2019 bahwa hakim dalam
putusannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi unsur
Pasal 340 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer karena
bila dianalisis lebih lanjut dan dihubungkan dengan kasus posisi dakwaan dari
Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut karena terdakwa
membantu  sebelum  kejahatan  dilakukan, maka  Terdakwa harus
mempertanggungjawabkan secara pidananya dan perbuatan Terdakwa karena
kelalaian walaupun tidak ikut membunuh secara langsung hanya memberikan
sarana seharusnya tetap mertanggungjawaban pembantu dipidana lebih ringan dari
pada pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana
dilakukan berdasarkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHP. Jika kejahatan diancam
dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara

maksimal 15 tahun.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah
kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum
atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Terhadap putusan bebas
(vrijspraak) yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Karawang dapat

diajukan upaya hukum berupa, upaya hukum kasasi. Namun penuntut umum dalam
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mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan bebas harus dapat membuktikan
di dalam memori kasasinya, bahwa pembebasan tersebut bukanlah merupakan
pembebasan murni. Timbulnya kewajiban untuk membuktikan bahwa putusan
tersebut berupa pembebasan yang tidak murni itu, disebabkan adanya ketentuan
Pasal 244 KUHAP, yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat
dimintakan banding atau kasasi. Penuntut Umum adalah peninjau kembali dengan
disertai bukti baru yaitu dengan menggunakan penerapan Pasal 221 karena belum
pernah diperiksa di pengadilan sebelumnya dan apabila bukti tersebut sudah
dikemukakan pada persidangan sebelumnya putusannya akan menjadi lain atau

memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum.
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